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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Dasar konstitusional bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan 

diisyaratkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dimana pada 

alinea tersebut berbunyi, menciptakan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pemerintah berkewajiban penuh 

melaksanakan tugasnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan 

makmur.2 Disamping itu Indonesia memiliki beragam kekayaan alam, tetapi 

masyarakat disini ditekan untuk bertambah kreatif untuk mengasah keahlian 

maupun keunggulan yang ada pada diri sendiri maupun berada di daerah 

masing-masing sehingga keperluan mereka dapat terwujud.

Indonesia merupakan negara berkembang dimana satu dari 

banyak negara yang memiliki masalah tenaga kerja. Masalah yang dimaksud 

yakni mengenai tingginya tingkat pengangguran, dimana diketahui 

pengangguran merupakan masalah yang menghambat proses pembangunan. 

Masalah pengangguran muncul sebagai imbas dari jumlah tenaga kerja yang 

tidak seimbang dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan 

menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rayat. 

                                                             
2Ridwan,Hukum Administrasi Di Daerah,(Yogyakarta: FH UII Press,2009), hal.48
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Ketidakmampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka 

pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah serta 

bagi masyarakat.

Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai daerah pariwisata yang 

banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun manca negara. Selain 

mengandalkan sektor pariwisata ternyata provinsi ini juga memilki sektor 

pertanian dan sektor industri, walaupun bukan dalam skala besar akan tetapi 

sektor Industri khususnya Jawa Timur sudah memberikan peningkatan 

perekonomian masyarakat. Kabupaten Tulungagung terletak terletak 154 km 

barat daya dari Kota Surabaya. Dibagi dengan 19 kecamatan, 14 kelurahan, 

dan 257 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 1.098.557 

jiwa� dengan� luas� wilayah� 1.055,65� km²� dan� sebaran� penduduk� 1.040�

jiwa/km².�Dengan� jumlah�penduduk� yang�mencapai� 1� juta� lebih� jiwa,�maka�

jumlah angkatan kerja juga akan besar. Berikut jumlah penduduk usia kerja 

yang termasuk dalam pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja 

Menurut Kabupaten/Kota 2011-2015

Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015

Tulungagung 18 553 17 344 14 963 13 671 21 599

Kab. Kediri 35 925 32 946 36 577 38 585 40 212
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Sumber: BPS Kab. Tulungagung 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2016), jumlah 

pengangguran terbuka pada tahun 2014 mencapai 13.671 jiwa atau sebesar 

2,42% dari total angkatan kerja secara umum tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) cenderung menurun setiap tahunnya, dilihat pada tahun 2013 sebesar 

14.963 jiwa turun pada tahun 2014 menjadi 13.671 jiwa atau sebesar 2,42%. 

Jika dibandingkan keadaan tahun 2012 yang mengalami peningkatan sebesar 

17.344 jiwa atau sebesar 3,18% pada tahun 2013 ini mengalami penurunan 

yakni sebesar 2,77%. Di samping itu, pada tahun 2015 jumlah pengangguran 

terbuka mengalami peningkatan sebesar 21.599 atau sebesar 3,95% dari total 

angkatan kerja. Dapat diketahui bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah 

pengangguran mengalami penurunan setiap tahunnya mulai tahun 2011 

sampai tahun 2014, kecuali pada tahun 2015.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu 

motor penggerak perekonomian di Indonesia. Sejak era tahun 1997-1998 

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan 

Kota Kediri 6 890 10 878 10 844 11 133 12 064

Nganjuk 25 709 22 114 25 710 20 976 10 841

Trenggalek 11 573 12 774 16 790 16 754 9 960

Kab. Blitar 21 355 17 990 23 046 18 637 16 657

Kota Blitar 2 829 2 303 4 212 3 963 2 866
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perekonomian di Indonesia. Di sisi lain Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) bisa bertahan dengan keterbatasan dan kemampuan disaat situasi 

krisis ekonomi pada saat tahun tersebut. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) merupakan salah satu bentuk wujud ekonomi yang berkontribusi 

bagi pertumbuhan di Indonesia, antara lain keterbatasan lapangan kerja, 

tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) juga dapat meningkatkan produk skala 

nasional yakni peningkatan ekspor dan pemerataan pendapatan nasional. 

Dengan berkembangnya zaman terdapat lembaga pengelolaan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dengan begitu berguna untuk 

meningkatkan elektabilitas dari segi kelemahan yang terjadi pada Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha 

padat karya yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti tingkat 

pendidikan, ketrampilan (kemampuan) pekerja, menggunakan modal usaha 

yang relatif sedikit, dan teknologi yang digunakan biasanya sederhana. Hal 

ini diperlukan karena dunia menjadi semakin kompetitif dan hanya negara-

negara wirausaha yang dapat menunjukkan keunggulan di era globalisasi. 

Jiwa kewirausahaan diperlukan dari sikap-sikap berikut: ulet, kreatif, inovatif, 

dinamis, etika kerja tinggi, efisien, disiplin, berpandangan jauh ke depan, 

positif, menciptakan peluang baru, dan bisa mengambil keputusan yang tepat.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak 

bisa lepas atau dihindari dari masyarakat negara saat ini. Kehadirannya sangat 
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membantu dalam berbagi pendapatan masyarakat. Selain itu juga dapat 

menciptakan kreativitas sebagai respon terhadap upaya pelestarian dan 

pengembangan unsur tradisi da budaya lokal. Sebagaimana Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM), pengembangan sumber daya manusia berdasrkan Pasal 16 ayat (1) 

huruf c dilakukan dengan cara: (a) memasyarakatkan dan memberdayakan 

kewirausahaan, (b) meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial, (c) 

membentuk dan mengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk 

melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativias bisnis, 

dan penciptaan wirausaha baru. Dari ketiga perspektif tersebut, berarti sumber 

daya manusia merupakan isu terpenting dalam mengembangkan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka mengembangkan wirausahawan 

yang mandiri di daerah. Oleh karena itu masyarakat harus diberdayakan untuk 

meningkatkan kualitas bakatnya sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

produk yang dihasilkan guna meningkatkan prekonomian masyarakat untuk 

kemaslahatan masyarakat.3

Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) telah menjadi 

agenda pada tataran pemerintah pusat yang selanjutnya akan dikembangkan 

pada tataran pemerintah daerah. Dimaksud produk unggulan daerah karena 

produk tersebut mempunyai beberapa manfaat yang secara komprehensif 

mampu mengakomodir berbagai macam aspek, diantaranya adalah 

                                                             
3Feni Dwi Anggraeni,“Pengembangan�Usaha�Mikro� Kecil� dan�Menengah� (UMKM)�

melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha 
“Emping� Jagung”� Di� Kelurahan� Pandanwangi� Kecamatan� Blimbing� Kota� Malang)”� Jurnal�
Administrasi Publik 1 No. 6 (2013), hal. 1286-1295
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penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian dan basis 

ekonomi daerah. Produk unggulan termaksud memiliki beberapa kriteria, 

seperti mempunyai bahan baku dan dapat diperbaharui dengan menjunjung 

nilai sosial budaya termasuk kearifan lokal (local wisdom) sehingga produk 

itu memiliki kekhasan dengan pemanfaatan pangsa pasar. Kemudian kriteria 

juga pada konteks permodalan, sarana dan prasarana produksi termasuk 

penggunaan teknologi, juga pada wilayah manajemen usaha dan harga. 

Pengembangan produk unggulan barang dan jasa juga perlu diikuti dengan 

pembenahan manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar, ketersediaan 

pasar tradisonal dan modern yang memadai, dan jaringan pasar. Selain itu, 

yang tak kalah pentingnya untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan 

adalah akses permodalan sebagai upaya memperluas peran aktif masyarakat 

dalam peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan 

perlunya dikembangkan kebijakan-kebijakan yang memajukan golongan 

ekonomi tertinggal melalui perluasaan akses terhadap permodalan dan 

pengembangan life skill. Apabila produk unggulan baik barang dan jasa ini 

berkembang dengan ditunjang pengembangan jaringan pemasaran yang baik, 

kemudahan akses permodalan dan sumber daya manusia yang mumpuni, 

maka jenis usaha dan produk unggulan akan meningkat, sehingga 

memperluas lapangan usaha serta terbentuknya kelembagaan UMKM yang 

profesional.4

                                                             
4Patta Rapanna,Membumikan Kearifan Lokal dalam Kemandirian 

Ekonomi,(Makassar: CV Sah Media,2016), hal.150-151 
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Tabel 1.2

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten 
Tulungagung periode 2014-2018

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah di Kabupaten Tulungagung. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah Kabupaten Tulungagung sebagai wahana bagi pengusaha 

mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia sebagai instrumen pengembangan sumber daya manusia yang 

diharapkan bisa menstransfer pengetahuan ketrampilan dan etos kerja yang 

produktif, menumbuhkan kewirausahaan yang menjadi modal dasar untuk 

menjalankan usaha yang bisa mengembangkan usaha mikro kecil dan 

menengah.

Dinas Koperasi merupakan Instansi yang bertanggungjawab 

penuh dan berhak ikut andil dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) unggulan yakni dengan melakukan berbagai inovasi dan 

dorongan yang dapat meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah UMKM 
(Unit)

44 633
48 

650
51 569 53 488 57 897

Modal Usaha
(000 Rp)

1 070 546 
350

1 166 895 
522

1 236 909 
253

1 274 016 
530

1 375 949 
718

Volume Usaha
(000 Rp)

1 348 189 
255

1 469 526 
288

1 557 697 
865

1 679 275 
119

1 817 105 
969

Jumlah karyawan 
(Unit)

233 085 233 085 247 070 261 055 280 065

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung
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(UMKM) unggulan. Peran yang dilakukan merupakan pendidikan dan 

pelatihan bagi pelaku umkm, fasilitasi pengembangan usaha dan diversifikasi 

produk umkm, perluasan pemasaran, memberikan modal tambahan agar dapat 

meningkatkan hasil produksi, membina dalam kemasan produk agar dapat 

bersaing dengan produk-produk impor, memberikan sertifikat, melatih dalam 

meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat menciptakan suatu inovasi 

dalam kualitas produk, temu bisnis yang mana dipertemukan antara retail, 

toko-toko modern, supermarket dan juga perbankan, serta promosi.

Dalam menjalankan misinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menggunakan pola pengembangan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu alat untuk 

mengembangkan model atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal itu akan meningkatkan daya beli 

masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi katup pengaman bagi 

masyarakat. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi, mengingat kegiatan usahanya 

mecakup hampir semua bidang usaha, dan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 

berpenghasilan rendah sangat besar.5

Permasalahan umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang sering dihadapi antara lain keterbatasan modal kerja, 

pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, kurangnya keahlian dan 

                                                             
5 Ibid, hal. 1286
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kualitas bakat yang buruk, keterampilan teknis, biaya manajemen yang tinggi, 

birokrasi yang kompleks terutama dalam pengurusan izin usaha.6 Lambatnya 

pertumbuhan dan perkembangan jumlah wirausahawan Indonesia disebabkan 

oleh budaya wirausaha masyarakat Indonesia yang belum berkembang, 

terutama antara pemuda yang tidak terdidik dan terdidik. Ini mungkin karena 

sebagian besar masyarakat masih dalam struktur dan pemikiran agraris yang 

umumnya didominasi oleh nilai-nilai yang bergantung pada alam daripada 

pada diri mereka sendiri, seperti kemampuan untuk berinovasi dan 

mengambil alih. Dengan kata lain ada lebih banyak penari kerja dan terlalu 

sedikit pencipta kerja.7

Penelitian ini memfokuskan pada masalah pengembangan yang 

dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Kabupaten Tulungagung terhadap pengusaha-pengusaha Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) pada lingkup wilayah Kabupaten Tulungagung. 

Dimana dilakukan kegiatan yaitu kegiatan pembinaan, pengembangan, dan 

kelembagaan. Sehingga dari kegiatan tersebut sangat membantu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

mengenai perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal pada kelomok usaha 

maka dari itu, masalah yang di angkat dalam pengembang yang dilakukan 

                                                             
6Tambunan,Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

(Bogor: IPB 2012), hal. 51
 7Sukamdani Sahid Gitosardjono,Wirausaha Berbasis Islam & Kebudayaan, (Jakarta: 
Pustaka Bisnis Indonesia 2013), hal. 221
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Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap 

para pengusaha di Kabupaten Tulungagung adalah terdapat pada proses 

berjalannya pengembangan kepada masyarakat yang dilakukan.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukan di 

atas, maka penulis� tertarik� dengan� mengangkat� judul� penelitian� “Analisis 

Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan Produk Unggulan UMKM 

di Tulungagung”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan Produk 

Unggulan UMKM di Tulungagung?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dalam 

Pengembangan Produk Unggulan UMKM di Tulungagung?

3. Apa hasil ekstra pendampingan Dinas Koperasi terhadap UMKM di 

Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan peran Dinas Koperasi dalam 

Pengembangan Produk Unggulan UMKM di Tulungagung.

2. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat Dinas Koperasi dalam Pengembangan Produk Unggulan 

UMKM di Tulungagung.

3. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan hasil ekstra pendampingan 

Dinas Koperasi terhadap UMKM di Tulungagung.
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D. Batasan Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang 

analisis peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan Produk Unggulan 

UMKM di Tulungagung. Pada proses pengembangan tersebut pasti juga 

mengalami kendala baik dari internal pihak dinas maupun eksternal 

pengusaha UMKM dan hasil pengembangan dari dinas terkait bagi pelaku 

usaha UMKM yang berada di Tulungagung akan mempengaruhi produktifitas 

dari UMKM itu sendiri dan berimplikasi pada kesejahteraan dari pelaku 

usaha UMKM.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih 

pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan juga menjadi 

referensi bagi kalangan akademis dan non akademis khususnya pada 

bidang ilmu pengetahuan dan Ekonomi Regional.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dan kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk 

kedepannya untuk mengembangkan produk unggulan UMKM.

b. Akademik

Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi dan 

pengetahuan pihak akademik untuk tambahan ilmu pengetahuan 
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kepustakaan di IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti pada tema yang sama 

tetapi dengan variabel yang berbeda.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Peran

Peran merupakan suatu tingkah laku yang diinginkan dari 

seseorang yang memiliki wewenang status. Disini status sendiri 

merupakan suatu posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu 

kelompok atau himpunan, bisa juga dikatakan posisi suatu kelompok 

atau himpunan yang memiliki hubungan dengan kelompok yang lain. 

Dalam suatu kelompok pastinya ada seseorang yang memiliki status 

lebih tinggi yang diharapkan bisa mengisi perannya sesuai dengan apa 

statusnya. Dalam artian status dan peran merupakan dua aspek dari 

masalah yang sama. Status sendiri merupakan hak dan kewajiban maka 

dari itu peran merupakan pemeran utama dari suatu hak dan kewajiban 

tersebut (Hunt dan Horton 1984: 118).

b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang berwenang di 

bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
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mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

c. Pengembangan

Menurut Regeluth mengemukakan bahwa pengembangan 

adalah implementasi dari inti pokok yang dirancang dalam lapangan, 

apabila telah dirancang serta telah dites maka rancangan tersebut 

dibenahi dan diperbaharui sesuai dengan anjuran sehingga dapat 

dipastikan efektivitas dan efisiensi kegunaannya.

2. Secara Operasional

Yang�dimaksud�dengan�“Analisis�Peran�Dinas�Koperasi�dalam�

Pengembangan� Produk� Unggulan� UMKM� di� Tulungagung”� dalam�

penelitian ini adalah bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengembangan 

produk unggulan di Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Berikut ini akan dijelaskan mengenai susunan sistematika dari

penulisan skripsi guna memberi arahan agar dalam menyusun skripsi dengan

runtut dan juga sistematis daripada pokok dari masalah yang diteliti beserta

penjelasannya:
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini  membahas pengembangan 

produk unggulan UMKM yang ada di Tulungagung. 

Di dalam pendahuluan ini dibagi menjadi tujuh sub 

bab, yaitu:  (A) Latar Belakang, (B) Rumusan 

Masalah, (C) Tujuan Penelitian (D) Batasan Penelitian 

(E) Manfaat Penelitian (F) Penegasan Istilah dan (G) 

Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukan konsep atau teori yang 

melandasi dalam penelitian. Kajian Pustaka terdiri 

menjadi  enam sub bab, yaitu (A) Peran, (B) Dinas 

Koperasi UMKM, (C) Pengembangan, (D) Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (E) Penelitian 

Terdahulu dan (F) Kerangka Berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan metode yang 

digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari 

tujuh sub bab, yaitu (A) Pendekatan dan Jenis 

Penelitian, (B) Lokasi Penelitian, (C) Kehadiran 
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Penelitian, (D) Data dan Sumber Data, (E) Teknik 

Pengumpulan Data, (F) Teknik Analisis, (G) 

Pengecekan Keabsahan Temuan, (H) Tahap-Tahap 

Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi paparan data yang diperoleh 

peneliti dari sumber data. Dalam bab ini terdiri dari 

tiga sub bab, yaitu (A) Latar Belakang Obyek 

Penelitian, (B) Hasil Temuan Lapangan dan (C) 

Analisis Data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil penelitian yang dikaji, 

dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: (A) Peran 

pengembangan produk unggulan UMKM  yang 

dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Tulungagung, 

(B) Faktor pendukung dan penghambat 

pengembangan produk unggulan UMKM  yang ada di 

Tulungagung.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan dan hasil pembahasan, serta saran 
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yang ditujukan kepada pihak- pihak terkait untuk 

memajukan UMKM yang berada di Tulungagung. 

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Dalam 

bab ini terdiri dua sub bab, yaitu (A) Kesimpulan, (B) 

Saran.


